
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan bab-bab 

sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan 

masalah yang telah dijabarkan, yaitu: 

Pertama, bahwa unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela 

diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP dapat dijadikan 

alasan penghapus pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers. 

Karna jika dilihat dari UU Pers, Undang-Undang tersebut tidak memiliki ketentuan 

khusus yang mengatur mengenai pemidanaan dan hanya mengatur seputar hak dan 

kewajiban pers. Jika pihak pers melakukan tindak pidana pencemaran nama baik 

yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, maka penegak hukum dalam hal ini tentu tidak 

bisa menggunakan UU Pers, namun tetap menggunakan KUHP, karena UU Pers 

bukan merupakan kekhususan (lex specialist) dari KUHP. Hal ini juga dapat dilihat 

dalam penjelasan dalam Pasal 12 alinea terakhir yang mengatakan “Sepanjang 

menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.”. Yang berarti sistem pertanggungjawaban dalam KUHP 

dapat juga diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers. 

Kedua, bahwa unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela 

diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru dapat 

diberlakukan terhadap orang yang dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena 

dilihat pada butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 

yang menyatakan “penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a 

quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan 

dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang 

termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat 

(3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.”. Dan juga 



dilihat pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan Pasal tersebut 

mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik/fitnah yang diatur dalam KUHP 

5.2. Saran 

 Pertama, berkaitan dengan belum jelasnya unsur “demi kepentingan 

umum” dan “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 

ayat (3) KUHP Baru yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana pada 

delik pers, diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 

berupaya membuat Peraturan Mahkamah Agung yang dapat memberi pedoman 

kepada para hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengenai 

kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam unsur “demi kepentingan 

umum” maupun unsur “terpaksa membela diri” seperti apa yang dimaksud dalam 

Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, yang bisa digunakan 

oleh pers maupun masyarakat umum sebagai dalil dalam kasus pers.  

 Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers, tetapi berkaitan dengan revisi UU Pers tersebut tidak boleh mengurangi 

kebebasan pers yang sudah ada, tetapi lebih kearah mengawasi kebebasan pers, 

sehingga tidak kebablasan dan menjamin profesionalitas pers. Dan juga 

mengusulkan untuk memasukkan definisi serta kriteria-kriteria apa saja unsur 

“demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” yang dapat digunakan 

sebagai alasan penghapus pidana dalam pemberitaan pers, termasuk pengaturan 

mengenai ketentuan-ketentuan pidana berkaitan dengan pemberitaan yang 

merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang. 

 Kedua, saran kepada Pemerintah dalam hal ini Lembaga Legistlatif yang 

berdasarkan Konstitusi UUD 1945 memiliki wewenang dalam melakukan revisi 

ataupun membuat Undang-Undang diharapkan dapat meninjau kembali unsur-

unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan Pasal 

439 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP Baru, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, 

karena perlunya pengaturan mengenai rujukan rumusan yang jelas mengenai 

penghinaan dan pencantuman tentang alasan penghapusan pidana terhadap 

pencemaran nama baik di UU ITE, seperti yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (3) 



KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, agar dalam penerapannya tidak 

bertentangan dengan kebebasan berpendapat ataupun menyampaikan pendapat. 
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